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KATA PENGANTAR

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 ini adalah penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah gambaran arah kebijakan Pembangunan

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan menjadi

acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan

selama periode tahun 2016-2021.

Tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan akan terciptanya perencanaan

yang baik dan terarah dalam pembangunan Sektor Perkebunan dan Peternakan di

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan

sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian, juga diharapkan akan mampu mengantisipasi dan menjawab tantangan

Dinamika Pembangunan Perkebunan dan Peternakan dimasa mendatang serta

mampu memenuhi kebutuhan perkembangan IPTEK dan Isu Global yang menjadi

komitmen pembangunan nasional.

Kuala Tungkal, 2018

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung jabung Barat

Ir. Melam Bangun
Pembina Utama Muda
NIP. 19611215 199303 1 003
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang

disusun secara rinci oleh satuan kerja perangkat daerah untuk

jangka waktu 5 Tahun, yang akan dipergunakan sebagai acuan

dalam rencana kerja SKPD setiap tahun yang terintegrasi melalui

program dan kegiatan guna pencapaian visi, misi dan arah

pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan prinsip kebutuhan, keterpaduan dan

berkelanjutan, maka penyelenggaraan pembangunan sektor

peternakan dituangkan dalam Renstra Dinas Perkebunan dan

Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021

pada prinsipnya tetap melanjutkan kebijakan prioritas

pembangunan sektor Perkebunan dan Peternakan sebelumnya.

Kesinambungan penetapan sasaran pembangunan Perkebunan

dan Peternakan merupakan penjabaran dari program prioritas

pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan hasil analisis

lingkungan internal dan eksternal yang responsive dalam jangka

panjang terhadap kondisi yang dihadapi daerah, berorientasi

kedepan dan berupaya membangun masyarakat berbasis perspektif

kebutuhan daerah, dengan memperhitungkan kekuatan

(strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan
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ancaman (threats) yang ada. Rencana strategis instansi pemerintah

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program

serta bersifat indikatif.

Renstra Satuan Kerja merupakan Dokumen Perencanaan

yang menjabarkan isu-isu permasalahan strategis pembangunan

daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perkebunan dan

Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta program-

program strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan

permasalahan secara terencana, bertahap dan mempunyai tolak

ukur serta target pencapaian kinerja yang jelas melalui sumber

pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung

Barat merupakan turunan/ penjabaran lebih lanjut dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan visi dan misi

Kepala Daerah terpilih dan merupakan Pedoman Perencanaan bagi

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung

Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan maupun

rencana unit pelaksana teknis yang ada dibawah Dinas Perkebunan

dan Peternakan.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dalam

implementasinya maka proses penyusunan Renstra SKPD perlu

membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder

melalui proses yang transparan, demokratis, terpadu dan

akuntabel. Tanpa perencanaan strategis yang baik maka instansi

pemerintah kemungkinan besar tidak akan dapat mencapai
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tujuannya. Bagan alur kedudukan Renstra dapat dilihat pada

gambar berikut ini :

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Renstra ini merupakan Dokumen Perencanaan Strategis untuk

menjabarkan potret permasalahan pembangunan Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti yang telah dituangkan

dalam indikasi daftar program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara

bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dan APBN. Oleh

karenanya, landasan penyusunan Renstra Pembangunan Dinas

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun 2016 - 2021 ini adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4421);

RPJMD

Dokumen
RT/RW

RKPDRENSTRA

RENJA
THN. I

RENJA
THN. II

RENJA
THN.V

RENJA
THN. IV

RENJA
THN. III

LKPJ
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2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2015 Nomor 58,

3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanagn

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

4) Undang- Undang Nomor 17  Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka PanjangNasional Tahun 2005-2015

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara  Nomor 4700);

5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara  Nomor 4725);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4737);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4741);
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8) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4725);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

Penyususnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4817);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara  Nomor

4816);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4815);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang

pembentukan dan susunan perangkat daerah;

13) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3);
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15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun

2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanana Rencana Pembangunan Daerah;

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara

perubahan RPJMD dan RPJPD dan Renja Pemerintah Daerah;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012

tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau

Evaluasi Rencana Pembanguanan Daerah;

18) Peratuaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tanjung Jabung Barat;

19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor:

13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan, Peraturan Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat  Nomor : 14 Tahun 2008

tentang Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis

Daerah;

20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12

Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun 2013-2033;

21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
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Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun

2015-2025;

22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23

Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah  Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);

23) Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah;

24) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun

2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Perkebunan dan Peternakan;

25) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan

Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun

2016-2021 Dinas Peternakan Kab.Tanjung Jabung Barat;

26) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor : 050/909/Bappemdal/2016 Tentang Perubahan Atas

Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor : 050/683/Bappemdal/2016 Tentang Pengesahan

Rencana Strategis SKPD Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun

2016-2021 Dinas Perkebunan Kab.Tanjung Jabung Barat;

27) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor : 050/         /Bappemdal/2017 Tentang  Perubahan

Atas Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat

Nomor : 050/      /Bappemdal/2017 Tentang Pengesahan

Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(Revisi RPJMD) Kab.Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
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1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun 2016 - 2021 ini disusun sebagai acuan resmi bagi Dinas

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

swasta, dan masyarakat umum dalam pembangunan bidang

Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan

program/kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam

rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

secara berjenjang.

b. Tujuan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun 2016 – 2021 :

1. Menjabarkan secara umum kondisi sektor Perkebunan dan

Peternakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus

menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun

waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun 2016 - 2021;

2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas

pembangunan bidang Perkebunan dan Peternakan tahun 2016-

2021;
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3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Perkebunan dan

Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 -

2021 dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program

dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;

4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan

pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja Dinas Perkebunan

dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan

Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 – 2021 disusun

dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat

Daerah.



Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

10

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3. Telaah Renstra K/L.
3.4. Telaah RTRW Tanjung Jabung Barat dan KLHS
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah
Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII. PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2

menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri

dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang

berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan

urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan

berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai

dengan kondisi dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan

yang penentunya diserahkan pada daerah masing-masing sesuai

dengan kebutuhannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor

50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

yang menegaskan bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian urusan pemerintah kabupaten di bidang

Perkebunan dan Peternakan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas

Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi yaitu :
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a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja  dinas;

b. Merumuskan kebijakan dan petunjuk tekhnis dilingkungan

dinas Peternakan;

c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan

instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup dinas;

e. Membina Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD); dan

f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan,

berkoordinasi dengan instansi terkait dalam

pelaksanaannnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas

2. 1 (satu) orang Sekretaris

3. 4 (empat) orang Kepala Bidang

4. 15 (lima belas)  orang Kasi

Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung

Barat sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  Program.

c. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
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1. Seksi Lahan dan Irigasi.

2. Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin.

3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

d. Bidang Perkebunan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:

1. Seksi Perbenihan

2. Seksi Produksi

3. Seksi Perlindungan

e. Bidang Peternakan  terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:

1. Seksi Pembibitan dan Produksi.

2. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak

3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner.

f. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran terdiri dari

3 (tiga) seksi yaitu:

1. Seksi Penyuluhan.

2. Seksi Pengolahan.

3. Seksi Pemasaran.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri dari :

1. UPTD Lab. Hayati

2. UPTD Pelabuhan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu

3. UPTD Kecamatan Bram Itam

h. Kelompok Jabatan Fungsional
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Tugas Pokok dan Fungsi
Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Kabupaten

di bidang perkebunan dan peternakan;

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai

fungsi :

a. Menyusun rencana strategi dan akuntabilitas kinerja  dinas;

b. Menyiapkan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis

dilingkungan dinas Perkebunan dan Peternakan;

c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas dan

instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup

dinas;

e. Membina Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas (UPTD) dan;

f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan,

berkoordinasi dengan instansi terkait dalam

pelaksanaannnya.

Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas

Kepala Dinas dibidang kesekretariatan

2. Dalam melaksanakan tugas  pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategi dan

akuntabilitas kinerja dinas;
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b. Melaksanakan perencanaan, evaluasi, monitoring dan

pelaporan kegiatan kesekretariatan;

c. Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas

yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan,

perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

d. Menginventarisir permasalahan dan solusi pemecahannya

terkait lingkup tugas;

e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait

sesuai lingkup tugas;

f. Mengkoordinasikan tugas dan kegiatan bidang-bidang dan

g. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan,

berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

BIDANG PRASARANA DAN SARANA

1. Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan,

pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasia pemantauan dan

evaluasi di bidang prasarana dan sarana perkebunan dan

peternakan.

2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Prasarana dan Sarana

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program

dan rencana kerja bidang prasarana dan sarana;

b. Penyiapaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan   teknis,

fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan

potensi, pengelolaan lahan, irigasi perkebunan dan peternakan;
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c. Penyiapaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi,  perhitungan

penyediaan, pengawasan peredaran dan pendaftaran serta

penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat mesin perkebunan,

peternakan;

d. Penyiapaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi,

pengembangan, pembiayaan dan investasi perkebunan dan

peternakan, tata cara usaha perkebunan dan peternakan,

bantuan permodalan, rekomendasi perizinan perkebunan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Lahan dan Irigasi

Seksi Lahan dan Irigasi berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang. Dan Seksi Lahan dan Irigasi dipimpin

oleh Kepala Seksi.

(1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas melakukan

penyiapan penyusunan rencana, perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi,

pelaporan dan pendokumentasian lingkup pengelolaan

lahan dan irigasi.

(2) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi

lahan dan irigasi;

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan

dan pelaksanan kebijakan teknis pengembangan dan
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penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi

lahan Perkebunan dan Peternakan;

c. Melakukan penyusunan peta pengembangan,

rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian

lahan Perkebunan dan Peternakan;

d. Melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan

laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan

Seksi Lahan dan Irigasi Perkebunan dan peternakan;

dan

e. Melakukan  tugas lain yang diberikan oleh Atasan

terkait dengan tugasnya.

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin

(1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin dipimpin oleh

Kepala Seksi.

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai tugas

melakukan penyusunan rencana, perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis, penghitungan, pengawasan

perendaran, penjaminan mutu, pemantauan, evaluasi,

pelaporan dan pendokumentasian lingkup pupuk, pestisida,

alat dan mesin perkebunan dan peternakan.

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai  uraian

tugas pekerjaan :

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi

pupuk, pestisida, alat dan mesin;
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b. Melakukan penyiapan perumusan  dan pelaksanaan

kebijakan teknis, pupuk, pestisida, alat dan mesin

perkebunan dan peternakan;

c. Melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida,

alat dan mesin perkebunan dan peternakan;

d. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran serta

pemjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin serta

dan peternakan;

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi, penyusunan

laporan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Perkebunan dan

peternakan; dan

f. Melakukan  tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugasnya.

Seksi Pembiayaan dan Investasi.

(1) Seksi Pembiayaan dan Investasi berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Pembiayaan dan Investasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana,

perumusan dan pelaksanaan kebijaakan teknis, bimbingan

pendampingan dan supervisi, tatacara usaha, rekomendasi

perizinan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan

pendokumentasian lingkup pembiayaan dan investasi

perkebunan dan peternakan;
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Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai uraian tugas

pekerjaan :

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaraan seksi

pembiayaan dan investasi;

b. Melakukan penyusunan perumusan  dan pelaksanaan

kebijakan, pembiayaan dan investasi,  bimbingan

pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi

serta fasilitasi pelayanan investasi perkebunan dan

peternakan;

c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan

pengembangan pembiayaan dan investasi  di bidang

perkebunan dan peternakan ;

d. Melakukanpemberian informasi dan rekomendasi tata

cara usaha perkebunan dan peternakan dan bantuan

permodalan di bidang perkebunan dan peternakan ;

e. Melaksanakan tata cara usaha, pemberian

izin/rekomendasi teknis dibidang perkebunan dan

peternakan;

f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan

pendokumentasian kegiatan pembiayaan dan investasi

di bidang perkebunan dan peternakan;

g. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan terkait

dengan tugasnya.



Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

20

BIDANG PERKEBUNAN

(1) Bidang Perkebunan berada di bawah dan bertanggung

jawab Kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan program perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, fasilitasi, koordinasi pemberian bimbingan teknis,

pemantauan dan evaluasi dan  pelaporan bidang perkebunan.

Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program

dan rencana kerja di bidang perkebunan;

b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

fasilitasi, koordinasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi

perbenihan perkebunan, pengujian mutu benih, sertifikasi

benih, pengendalian sumber benih, perencanaan kebutuhan

benih dan pengembangan varitas unggul, bimbingan teknis

perbenihan dan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran

benih;

c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi rencana tanam

dan produksi, bimbingan peningkatan mutu dan produksi,

penerapan teknologi budidaya perkebunan dan bimbingan

pasca panen serta pemasaran hasil perkebunan;

d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyediaan

dan pengawasan pengunaan benih, pengendalian dan

pengamataan OPT, bimbingan kelembagaan OPT,
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penanggulangan bencana, pencegahan dan perlindungaan

perkebunan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perbenihan.

(1) Seksi Perbenihan berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Perbenihan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyusunan

rencana perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan,

pengujian, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih,

merencanaan kebutuhan benih, pengembangan vaeritas unggul

pemberian bimbingan produksi benih, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di lingkup perbenihan perkebunan.

Seksi Perbenihan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi

perbenihan;

b. Melakukan perumusan  dan pelaksanaan kebijakan teknis,

pengawasan, pengujian mutu benih,  sertifikasi benih,

pengendalian sumber benih, merencanakan kebutuhan benih

dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;

c. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan

pengeluaran benih yang beredar dibidang perkebunan;

d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan

kelembagaan benih di bidang perkebunan;

e. Melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan

Pengolahan di bidang Perkebunan;
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f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaporan

serta pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan

perkebunan; dan

g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugasnya.

Seksi Produksi.

(1) Seksi Produksi berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyusunan

rencana dan anggaran, penyiapan penyusunan kebijakaan,

pemberian bimbingan, pemantauaan, evaluasi, pelaporan dan

pendokumentasian lingkup produksi perkebunan.

Seksi Produksi mempunyai uraian tugas pekerjaan :

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi

produksi;

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan  kebijakan di

bidang produksi perkebunan.

c. Melakukan penyiapan bahan rencana tanam dan  produksi di

bidang perkebunan.

d. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan

produksi perkebunan dan bimbingan penerapan teknologi

budidaya di bidang perkebunan.

e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan serta

pendokumentasian kegiatan produksi perkebunan; dan
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f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugasnya.

Seksi Perlindungan

(1) Seksi Perlindungan berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Perlindungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyusunan

rencana, penyediaan dan pengawasan peredaran benih,

pengendalian, bimbingan teknis, pengamatan, pengolahan,

penanggulangan bencana, pemberian rekomendasi pemantauan

evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian  dilingkup

perlindungan.

Seksi Perlindungan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi

perlindungan;

b. Melakukan penyediaan dan pengawasan  peredaran/

penggunaan benih, bahan pengendalian OPT, pemantauan,

bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT

serta pengolahan data OPT bidang Perkebunan;

c. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT

dan bahan sekolah lapangan pengendalian hama terpadu

serta bimbingan teknis perlindungan  dan Pengolahan

Perkebunan;
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d. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana

alam, gangguan kebakaran lahan dan kebun dan gangguan

usaha perkebunan;

e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan

pendokumentasian kegiatan perlindungan perkebunan;

f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugasnya.

BIDANG PETERNAKAN

(1) Bidang Peternakan berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,

kebijakan, pelaksanaan, perencanaan kebutuhan, pembinaan

bimbingan, pengendalian penyakit, pengawasan peredaran,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan  di bidang peternakan.

Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunaan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program

dan rencana di bidang peternakan;

b. Penyiapaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengendalian,

penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, hijauan  pakan

ternak, pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT,

pengujian benih/bibit HPT, pengelolaan sumber daya genetik

hewan dan pemberdayaan kelompok peternak serta bimbingan

produksi ternak;
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c. Penyiapaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi identifikasi calon

lokasi penyebaran ternak dan calon penggaduh ternak,

penyusunan kawasan sentra produksi ternak dan kawasan

Perkebunan dan Peternakan terpadu, menyusun standard pola

gaduhan ternak pemerintah, dan redistribusi ternak serta

penilaiaan ternak;

d. Penyiapaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kesehatan hewan

dan masyarakat veteriner, pengawasan peredaran obat hewan,

pemotongan hewan, penangulangan penyakit zoonosis,

penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk

hewan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembibitan dan Produksi

(1) Seksi Pembibitan dan Produksi berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Pembibitan dan Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi

benih/bibit, pakan, dan produksi lingkup perbibitan dan produksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai uraian tugas

pekerjaan :
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a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Pembibitan dan

Produksi;

b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan

benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;

c. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran

pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak serta

pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak

(HPT), pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT

dan bahan pengujian benih/bibit HPT;

d. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik

hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;

e. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok

peternak dan pemberian bimbingan peningkatan produksi

ternak;

f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan

pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit, dan Produksi

Peternakan; dan

g. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan

tugasnya.

Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak.

(1) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak dipimpin oleh

Kepala Seksi.

Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak mempunyai tugas

melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian
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bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, identifikasi lokasi

penyebaran dan pengembangan kawasan ternak, penyiapan lokasi

dan peternak, mengelola administrasi gaduhan ternak,  penilaian

ternak Pemerintah dan redistribusi ternak  lingkup Pengembangan

dan Penyebaran Ternak.

Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak mempunyai uraian

tugas pekerjaan :

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi

Pengembangan dan Penyebaran Ternak;

b. Melakukan penyusunan dan  pelaksanaan kebijakan

Pengembangan dan Penyebaran Ternak;

c. Melakukan identifikasi calon lokasi penyebaran ternak dan calon

penggaduh ternak;

d. Melakukan penyusunan kawasan sentra produksi ternak,

kawasan Perkebunan dan Peternakan terpadu, penyusunan

standard pola gaduhan ternak pemerintah dan

mengkoordinasikan lokasi kawasan Perkebunan dan Peternakan

terpadu berdasarkan kesepakatan bersama;

e. Melakukan rencana sarana dukungan kerjasama dengan

provinsi dan pusat dalam Pengembangan dan Penyebaran

Ternak;

f. Melaksanakan administrasi gaduhan ternak, pelaksanaan

redistribusi ternak dan penilaian ternak pemerintah;

g. Melakukan pemantauaan, evaluasi, pelaporan

pendokumentasian kegiatan Pengembangan dan Penyebaran

Ternak; dan
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h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnya.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

(1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang.

(2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi,

pelaporan dan pendokumentasian lingkup kesehatan hewan dan

Kesehatan masyarakat veteriner.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

mempunyai uraian tugas pekerjaan:

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan

Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

b. Melakukan penyusunan  dan pelaksanaan kebijakan  di bidang

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner;

c. Melakukan pemantauan, pengawasan peredaran obat hewan

dan mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan;

d. Penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan

dan penerbitan keterangan kesehatan hewan, bahan penilaian

penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi
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usaha produk hewan serta mengawasi pelaksanaan pelayanan

pemotongan hewan;

e. Melakukan pengawasan menanggulangi penyakit Zoonosis dan

melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk

hewan;

f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan serta

pendokumentasian kegiatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner ;dan

g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnya.

BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN  DAN  PEMASARAN

(1) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh

Kepala Bidang.

Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan,

fasilitasi, koordinasi, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan

dan evaluasi di bidang Penyuluhan, pengolahan serta pemasaran

perkebunan dan peternakan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44, Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai

fungsi :
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a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan

rencana kerja bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran;

b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi rencana pembinaan dan pemberdayaan

bagi penyuluhan, pekebunan dan peternakan, penyusunan jadwal

penyuluhan, pembinaan lembaga petani, penyediaan, penyebaran

dan pelayanan informasi penyuluhan;

c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi bimbingan teknis dan pengembangan

unit pengolahan hasil, penyusunan kebutuhan alat pengolahan

hasil, penerapan cara produksi  pangan olahan yang baik (CPPOB),

pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP);

d. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi, koordinasi,

pemantauan dan evaluasi bimbingan dan pengembangan

Pemasaran hasil, promosi produk, pelayanan  dan pengembangan

informasi pasar Perkebunan dan Peternakan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Seksi Penyuluhan

(1)Seksi Penyuluhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang.

(2)Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana,

penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemberian

bimbingan teknis  dan pembinaan serta pemantauan, evaluasi,

pelaporan dan pendokumentasian lingkup   penyuluhan perkebunan

dan peternakan
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Seksi Penyuluhan mempunyai uraian tugas pekerjaan :

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi penyuluhan;

b. Melakukan  penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

penyuluhan perkebunan dan peternakan;

c. Melakukan penyusunan rencana dan jadwal penyelenggaraan

penyuluhan,  penyiapan pelaksanaan penyebaran materi, metode

penyuluhan dan bahan penyediaan, penyebaran dan pelayanan

informasi penyuluhan;

d. Melakukan penyusunan bahan pembinaan dan supervisi

penyuluhan perkebunan dan peternakan, pembinaan menumbuh

kembangkan lembaga petani dan rencana pembinaan serta

pemberdayaan bagi penyuluhan perkebunan dan peternakan;

e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan

pendokumentasian pelaksanaan kegiatan penyuluhan perkebunan

dan peternakan; dan

f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnya.

Seksi Pengolahan.

(1) Seksi Pengolahan berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Pengolahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pengolahan mempunyai tugas melakukan penyusunan

rencana,penyiapan bahan penyusunan bimbingan dan

pengembangan, penerapan, pemberian bimbingan teknis serta

pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian

pengolahan hasil di bidang Perkebunan dan Peternakan.
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Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Seksi Pengolahan mempunyai uraian tugas

pekerjaan:

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Seksi

Pengolahan Perkebunan dan Peternakan;

b. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan

unit pengolahan hasil, dan bahan penyusunan kebutuhan

alat pengolahan hasil di bidang Perkebunan dan peternakan;

c. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi

pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat

keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang

Perkebunan dan peternakan ;

d. melkukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis

pengolahan  di bidang Perkebunan dan peternakan;

e. melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan

pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Pengolahan  di

bidang Perkebunan dan peternakan; dan

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan  terkait

dengan tugasnya.

Seksi Pemasaran.

(1) Seksi Pemasaran berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

(2) Seksi Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi  dan pelaporan

pemasaran hasil  di bidang Perkebunan dan peternakan.
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Seksi Pemasaran mempunyai uraian tugas pekerjaan:

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran seksi

pemasaran;

b. melakukan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan

Pemasaran hasil Perkebunan dan peternakan;

c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan Pemasaran

dan hasil  Perkebunan peternakan, dan pemberian

bimbingan teknis  pemasaran hasil di bidang Perkebunan

dan peternakan;

d. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang Perkebunan

dan peternakan;

e. pelayanan  dan pengembangan informasi pasar di bidang

Perkebunan dan Peternakan ;

f. melakukan pemantaua, evaluasi, pelaporan dan

pendokumentasian kegiatan pemasaran  di bidang

Perkebunan dan peternakan; dan

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan  terkait

dengan tugasnya.
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Kelompok Jabatan fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional pada masing-masing Dinas terdiri

atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya

2. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas

3. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh

Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Kepala Dinas Perkebunan dan
Peternakan

Sekretaris

Sub Bagian Umum &
Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan Sub Bagian
Perencanaan,Evaluasi

dan Pelaporan Program

SeksiLahan dan Irigasi
SeksiPupuk Pestisida,Alat &MesinSeksiPembiayaan dan Investasi

SeksiPerbenihan
SeksiProduksi
SeksiPerlindungan

SeksiPerbibitan dan Produksi
SeksiKeswan dan Kesmavet
SeksiPenyebaran &Pengembangan Ternak

SeksiPenyuluhan
SeksiPengolahan
SeksiPemasaran

BidangSarana dan Prasarana BidangPerkebunan BidangPeternakan Bid.angPenyuluhan,Pengolahan& Pemasaran

UPTD - UPTD Laboratorium Hayati- UPTD Kesehatan Hewan dan
Kesmavet
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

Dalam Rangka mendukung

tugas pokok dan Fungsi

Dinas Perkebunan dan

Peternakan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat,

diperlukan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang

memadai baik kualitasnya

maupun kuantitas. Selanjutnya Data SDM ASN Dinas Perkebunan

dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.1 Data ASN Dinas Perkebunan dan Peternakan Berdasarkan
Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No Gol/Ruang Jumlah
Tingkat Pendidikan

SLTA Diploma S1 S2

1 2 3 4 5 6 7
1 IV/c 1 - - 1 -

2 IV/b 3 - - 3 -

3 IV/a 2 - - 1 1

4 III/d 13 4 - 9 -

5 III/c 9 2 1 5 1

6 III/b 3 - - 3 -

7 III/a 2 1 - 1 -

8 II/d 3 3 - - -

9 II/c 3 3 - - -

10 II/b 4 4 - - -

11 II/a - - - - -

12 TKK/TKS 36 26 - 9 -
Jumlah total 88 43 1 31 2
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Unit Pelayanan Dinas Perkebunan  dan Peternakan

Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat

Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai 3 (tiga) unit

UPTD masing-masing di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan

Bram Itam dan Kecamatan Tungkal Ulu. Selain adanya UPTD

Dinas Perkebunan dan Peternakan juga mempunyai Pos Keswan

dan IB.

Untuk pelayanan kesehatan hewan Dinas Peternakan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 5 (lima) pos

keswan, 5 petugas Medis dan 6 petugas para medis yang

tersebar di masing-masing Kecamatan. ( Tabel 2.2 )
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Tabel 2.2 Jumlah Petugas Medis dan Paramedis Di
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No. Kecamatan Petugas
Medis

Petugas
Paramedis Keterangan

1 Tungkal Ilir 3 1 Medis PNS 3 orang
, paramedis Tenaga

honorer 1 orang

2 Betara - 1 -

3 Pengabuan - 1 PNS

4 Senyerang - 1 Tenaga Honorer

5 Tungkal Ulu 1 1 Tenaga Honorer

6 Merlung 1 1 Tenaga Honorer

7 Batang Asam - 1 Tenaga Honorer

Dilihat dari jangkauan lokasi

dan medan yang cukup

berat jumlah petugas medis

dan paramedis masih sangat

minim. Untuk optimalnya

masing-masing Kecamatan

mempunyai 1 (satu) unit pos

keswan dan 1 (satu) orang

petugas medis dan  dibantu  2 orang petugas paramedis.

Untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak

salah satu usaha dengan program inseminasi buatan (IB) dengan

tujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak baik kualitas

maupun kuantitas.



Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

39

Jumlah Pos IB di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada 11 unit

dengan petugas IB sebanyak 12 orang, petugas PKB 8 orang dan

petugas ATR 7 orang yang tersebar dimasing-masing Kecamatan

( Tabel 2.3 )

Tabel 2.3 Jumlah Petugas IB, PKB, ATR dan Recorder di Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

No. KECAMATAN PETUGAS IB PETUGAS PKB PETUGAS
ATR1 TUNGKAL ILIR - 2 22 BRAM ITAM 1 1 13 SEBERANG KOTA - - -4 BETARA 3 - -5 KUALA BETARA - - -6 PENGABUAN 1 1 17 SENYERANG 3 1 18 TUNGKAL ULU 1 1 19 TEBING TINGGI 1 - -10 MUARA PAPALIK 1 - -11 BATANG ASAM 1 1 -12 MERLUNG - 1 113 RENAH MENDALUH - - -

TOTAL 12 8 7
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Aset/Modal

Adapun Sarana, Prasarana serta Perlengkapan pada Dinas

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

yang tercatat sampai dengan Desember 2017 antara lain :

No Jenis Klasifikasi Aset Saldo Per- 31 Desember 2017

I
ASET TETAP 9,347,465,115,-

1 Tanah 890,453,500,-

2 Peralatan dan Mesin 3,701,211,572,-

3 Gedung dan Bangunan 2,805,455,843,-

4 Jalan Irigasi dan Jaringan 469,399,200,-

5 Aset Tetap Lainnya 1,459,950,000,-

6 Konstruksi dalam
Pengerjaan 20,995,000,-

II ASET LAINNYA 3,689,567,900,-

1 Aset tak Berwujud -

2 Aset lainnya 3,689,567,900,-

III
TOTAL ASET
INTRACOUNTABLE 13,037,033,015,-

IV ASET EXTRA COUNTABLE -

Total Aset Intra + Extra 13,037,033,015,-



Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

41

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada tabel. 2.4.di bawah ini

terlihat bahwa Capaian

Kinerja Bidang Perkebunan

selama 2011 sampai dengan

2015 cukup baik dengan

capaian rata rata mencapai

90 %. Ada beberapa

kegiatan yang target

capaiannya didalam rencana kinerja lima tahunan 2011-2016 tidak

mencapai target yang di harapkan,  antara lain peremajaan kelapa,

peremajaan karet dan pengembangan kakao, hal ini terjadi karena

beberapa kendala antara lain, pengurangan pendanaan akibat

terjadinya devisit baik pendanaan dari APBD Kabupaten   maupun

APBN. Namun  di komoditi yang lain seperti kelapa sawit dan

pinang mengalami peningkatan yang cukup signifikan akibat harga

komoditi tersebut bagus dan relatif stabil.

Capaian kinerja Bidang Perkebunan kabupaten Tanjung

Jabung Barat dari sisi anggaran menunjukan kinerja yang cukup

baik dengan capaian rata-rata realisasi anggaran mencapai 83 %,

namun jika dilihat dari pertumbuhan anggaran dari 6 program

unggulan hanya satu program yang mengalami pertumbuhan

anggaran secara baik, sedangkan 5 program mengalami minus

pertumbuhan. Progres capaian kinerja anggaran dapat dilihat

dalam Tabel 2.4 dibawah ini.
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Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bidang Perkebunan

Tahun Anggaran 2011 – 2015 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

N
o Uraian

TARGET Realisasi Rasio antara realisasi dan Anggaran Rata-rata
pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Angg
aran

Realis
asi

1 Prog.Peningkatan
Kesejahteraan Petani

70.818.002 72.068.000 191.773.900 209.929.600 135.399.900 70.818.001 66.051.000 169.030.150 181.374.200 107.122.225 100,0 91,7 88,1 86,4 79,1 -28,4% -4,90%

2 program peningkatan
ketahanan pangan

618.886.504 732.258.200 529.201.850 299.577.400 258.782.500 578.964.200 681.265.200 319.737.350 238.248.800 226.860.500 93,5 93,0 60,4 79,5 87,7 -16,1% -3,20%

(Pertanian/perkebuna
n)

3 peningkatan
pemasaran hasil
produksi
pertanian/perkebuna
n

- - 133.267.000 148.962.500 98.392.800 - - 34.797.000 60.559.400 81.398.691 #DIV/0! #DIV/0! 26,1 40,7 82,7 15,3% 17,30%

4 Prog. Peningkatan
penerapan teknologi

- - 282.729.000 - - - - 101.194.000 - - #DIV/0! #DIV/0! 35,8 #DIV/0! #DIV/0! 20,0%

pertanian/perkebuna
n

5 Prog.Pengembangan
Agribisnis

- 111.814.000 77.331.000 - 128.816.000 - 108.174.500 72.646.000 - 119.628.000 #DIV/0! 96,7 93,9 #DIV/0! 92,9 -8,9% -0,60%

6 Prog.Peningkatan
Produksi Perkebunan

1.748.356.507 2.833.055.000 4.374.678.550 4.280.977.700 1.329.132.400 1.688.826.400 2.942.292.560 3.404.318.400 3.517.210.740 1.116.007.690 96,6 103,9 77,8 82,2 84,0 -4,30 -3,80%

3.056.947.517 4.593.267.400 6.195.514.150 5.736.166.100 2.444.952.500 2.917.572.801 4.587.222.960 4.494.106.250 4.671.603.240 2.080.683.006 95 73 73 75 85
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Tabel 2.5
Realisasi Rencana Strategis

Bidang Perkebunan Tahun Anggaran 2011 – 2015
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Program
Bid.

Perkebuna
n

Indikator
Kinerja

Program
(Outcome)

Target
SPM

Target
IKK

Target
Indikator
Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani

Meningkatkan
SDM Petani
Perkebunan

85% 85% 85% 90% 95%

(1) Pelatihan
Pemberdayaan
Petani SKE

50 kelas 50 kelas Jumlah
petani 10 kls 10 kelas 10 kelas 10 kelas 10 kelas 10

kelas 10 kelas 10 kelas 10
kelas

10
kelas 20% 20% 20% 20% 20%

(2) Lomba
Kelompok Tani
Perkebunan 45 klp 45klp

Jumlah
kelompok
petani

- 45 Klp 45 Klp 45 Klp 45 Klp - - - 45 klp - 0% 0% 0% 20% 0%

(3) Pembinaan
kelembagaan dan
Kemitraan
Perkebunan

4 Asosiasi 4 Asosiasi

Jumlah
Asosiasi
yang dibina - 4 aso 4 aso 4 aso 4 aso - 4 Aso 4 Aso -

5 Aso
penila
i & 19
pers -

20% 20% - 20%

Peningkatan
ketahanan
pangan
perkebunan

Untuk mendukung
peningkatan
produksi,
produktifitas
danmutu tanaman
perkebunan

80% 80% 80% 90% 95%

(1) pengendalian
hama penyakit
tanaman 600 Ha 600 Ha

Jumlah lahan
perkebunan
yg dilakukan
pengendalia
n hama

100 Ha 100 Ha 100 Ha 100 Ha 100 Ha 100
Ha 100 Ha 100 Ha 100

Ha
100
Ha 20% 20% 20% 20% 20%

(2) peningkatan
perlindungan
usaha perkebunan 600  Ha 600 Ha 100 Ha 100 Ha 100 Ha 100 Ha 100 Ha 100

Ha
100 Ha 100 Ha 100

Ha
100
Ha

20% 20% 20% 20% 20%
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(3) pemetaan lahan
perkebunan 5 kom 5 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom

- - - 20% 20% 0% 0% 0%
(4) dana sinergis
program sarana
pertanian/perkebu
nan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

620
Batang
paralon - - - 0% 0% 20% 0% 0%

Peningkatan
pemasaran
hasil produksi
perkebunan

Meningkatkan
sarana prasarana
pembangunan
perkebunan
(1) pengadaan
sarana prasana
pertania

85%
Jumlah
bantuan
sarana dan
prasarana
pertanian

- 0% 85% 90% 95% - -
10 unit
pengup
as kopi,
4500 m
jaring
babi, 20
unit
lantai
jemur,
425
batang
paralon

1500
m
jaring
babi,
40
unit
lantai
jemur

- 0% 0% 20% 20% 0%

(2) dana sinergis
pengolahan hasil
perkebunan

80% 80% 80% 90% 95%
6 unit
alat
pengola
han

20% 20% 20% 20% 20%

(3) promosi
pemasaran hasil
perkebunan

85%
Tersedianya
informasi
harga
komoditi
perkebunan

- - 100% 100% 100%
1
informa
si harga
12
bulan

1
infor
masi
harga
12
bulan

1
infor
masi
harga
12
bulan

20% 20% 20% 20% 20%

Peningkatan
penerapan
teknologi
perkebunan

Peningkatan
penerapan IPTEK 85% 85% 85% 90% 95%

(1) pemeliharaan
lanjutan kebun
percontohan
kelapa sawit

5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5 Ha 5% 5% 100% 100% 100% 100% 100%

(2) integrasi ternak
besar kelapa sawit 12 unit 12 unit - - 3 unit 3 unit 4 unit 3 unit 3 unit - 0% 0% 20% 20% 0%
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(3)
magang/pelatihan
petani karet, kopi,
kelapa dan sawit

125 org 125 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org - 25 org 25 0rg - - 0% 0% 20% 20% 0%

Peningkatan
produksi
perkebunan

Meningkatkan
produksi dan
produktifitas
komoditi
perkebunan,
kelapa sawit,
kelapa dalam,
karet,kopi dan
pinang

80% 80% 85% 85% 90%

(1) pembibitan
kelapa sawit

70.000
kecambah

70.000
kecambah

15.000
kecamba
h

34.500
kecambah

30.000
kecamba
h

20.000
kecamba
h

25.000
kecamba
h

15.000
kecamb
ah

34.500
kecamba
h

30.000
kecamba
h

20.000
kecamb
ah

25.000
kecamb
ah

21% 49% 43% 29% 29%

(2) pemeliharaan
lanjutan
pembibitan kelapa
sawit

1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 2 Ha 2 Ha 2 Ha 20% 20% 20% 0%

(3)
pembibitan/pemel
iharaan
pembibitan karet

1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha 1 Ha
0% 0% 0% 0% 0%

(4) pemeliharaan
kebun entres karet 4 Ha 4 Ha

4 Ha 4 Ha 4 Ha 4 Ha 4 Ha 4 Ha 4 Ha 4 Ha 4 Ha 4 Ha 20% 20% 20% 20% 20%

(5) pemeliharaan
Blok Penghasil
Tinggi (BPT)

228 Ha 228 Ha 228 Ha 228 Ha 228 Ha 228 Ha 228 Ha 228
Ha

228 Ha 228 Ha 228
Ha

228
Ha 20% 20% 20% 20% 20%

(6)
penetapan/pemeli
haraan BPT kopi
exelse

50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 50 Ha 20% 20% 20% 20% 20%

(7)
pengembangan/pe
remajaan kebun
kelapa rakyat

2500 Ha 2500 Ha 500 Ha 500 Ha 500 Ha 500 Ha 500 Ha 500
Ha

500 Ha 600 Ha 500
Ha

200
Ha

20% 20% 20% 20% 20%

(8)
pengembangan/pe
remajaan kebun
karet rakyat

870 Ha 870 Ha 50 Ha 70 Ha 150 Ha 250 Ha 100 Ha 50 Ha 70 Ha 150 Ha 250
Ha

250
Ha

6% 8% 17% 29% 11%

(9) pembangunan
kebun kakao
rakyat

160 Ha 160 Ha 20 Ha 50 Ha 40 Ha 20 Ha 50 Ha
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(10) pembinaan
lintas sektoral

10 Desa 10 Desa 2 Desa 2 Desa 2 Desa 2 Desa 2 Desa 2 Desa 2 Desa 2 Desa 2 Desa 2 Desa

(11) intensifikasi
kebun kopi rakyat

500 Ha 500 Ha 200 Ha 250 Ha 100 Ha 250 Ha 250
Ha

(12)
pengembangan
jaringan air dan
lahan

1500 Ha 1500 Ha 500 Ha 600 Ha 425 Ha 500 Ha 500 Ha 500
Ha

600 Ha 425
Ha

(13) pengolahan
data statistic
perkebunan

20 Buku 20 Buku 20
Buku

20 Buku 20
Buku

20
Buku

20
Buku

20
Buku

20
Buku

20
Buku

20
Buku

20
Buku
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Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

merupakan salah satu SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi

melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perkebunan dan

peternakan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perkebunan dan Peternakan

memberikan pelayanan umum bidang perkebunan dan peternakan.

Adapun tabel untuk gambaran kinerja pelayanan Bidang Peternakan

dapat dilihat pada tabel 2.6 dibawah ini :
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Dari Tabel terlihat bahwa terjadi kenaikan populasi sapi dari

6.510 ekor ditahun 2011 menjadi 7.193 ekor di tahun 2015 dengan laju

kenaikan 10,49 % selama 5 tahun.

Peningkatan angka kelahiran ternak sapi tidak diiringi dengan

peningkatan populasi secara signifikan, hal ini disebabkan karena

banyaknya jumlah ternak yang dipotong dan banyaknya jumlah

ternak yang dijual keluar daerah, selain itu untuk perhitungan

populasi ternak tidak hanya dipengaruhi oleh angka kelahiran tetapi

dipengaruhi juga dengan pemotongan ternak, pengeluaran ternak,

pemasukan ternak dan kematian ternak. Hal yang sama juga terjadi

pada ternak kerbau, dimana  terjadi kenaikan populasi ternak kerbau

dari 444 ekor ditahun 2011 menjadi 607 ekor pada tahun 2015 dengan

laju kenaikan 36,71 % selama 5 tahun. Terjadinya peningkatan

populasi ini perlu dipertahankan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan protein hewani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
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Untuk ternak

unggas ayam buras

dan itik populasinya

juga terus

meningkat selama 5

tahun untuk

pertumbuhan ayam

buras 64%

sedangkan ternak itik terjadi pertumbuhan 42,64 %. Sementara

untuk ayam broiler (ayam pedaging) dan ayam ras petelur memang

tidak dipelihara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dikarenakan

harga pakan yang cukup mahal sehingga kalau pemeliharannnya

dalam skala kecil, peternak tidak dapat keuntungan. Untuk

memenuhi kebutuhan daging ayam broiler pedagang langsung

membeli ayam yang siap potong sehingga untuk konsumsi daging

ayam broiler di Tanjab Barat masih mencukupi, begitu juga untuk

telur ayam ras masih mendatangkan telur dari luar daerah.
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah.

Tugas dari Dinas Perkebunan dan Peternakan sesuai dengan

tupoksi adalah melaksanakan urusan urusan pemerintahan daerah

dibidang Perkebunan dan Peternakan berdasarkan asas otonomi dan

tugas perbantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut

mempunyai fungsi :

1. Sebagai penyusun kebijakan dibidang perkebunan dan

Peternakan.

2. Pelaksanaan dan pengendalian teknis.

3. Pembinaan dan perizinan sesuai bidangnya.

4. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang

tetapkan oleh kepala daerah.

Dari  uraian diatas untuk penunjang keberhasilan dalam

melaksanakan  tugas dan fungsinya dalam  melaksanakan pelayanan

Bidang Perkebunan memiliki beberapa tantangan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produktifitas komoditi perkebunan

dibandingkan dengan produktifitas nasional.

2. Rendahnya mutu hasil olahan/industri perkebunan yang

menyebabkan rendahnya harga tawar akan produk komoditi

perkebunan.

3. Tingkat SDM pelaku usaha perkebunan dan agroindustri

perkebunan yang masih rendah dan kurang terampil menjadikan

produk perkebunan  tidak  memiliki daya saing di pasar domestic

dan regional.

4. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat

diakses oleh masyarakat perkebunan.
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5. Masih tingginya serangan organisme pengganggu tanaman dan

gangguan usaha perkebunan.

Adapun peluang yang akan mendukung pengembangan

pelayanan yang akan dilakukan di Bidang Perkebunan yaitu :

1. Daerah strategis berada dalam kawasan pertumbuhan ekonomi.

2. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah.

3. Tersedianya potensi lahan yang memadai.

4. Terbukanya lapangan kerja dibidang perkebunan.

5. Tumbuhnya investasi tanaman perkebunan dan industry.

6. Pendanaan APBD berorientasi pada kinerja.

Tantangan yang dihadapai Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengimplementasi program

pembangunan bidang Perkebunan dan peternakan dan menjalankan

tugas pokok dan fungsinya sebagai satuan kerja pemerintah daerah

sangat beragam. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat

permasalahan yang ada di bidang Perkebunan dan peternakan cukup

kompleks.  Untuk itu Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat harus berbenah diri dalam sistem pelayanan

kepada masyarakat. Adapun tantangan yang dihadapi Dinas

Perkebunan dan Peternakan Dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya di Bidang Peternakan antara lain :
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1. Meningkatnya permintaan akan produk ternak seiring dengan

meningkatnya jumlah penduduk, kesejahteraan dan pendidikan di

Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Kondisi Perekonomian Global Perkembangan regional dan

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

3. Perubahan Iklim, kerusakan lingkungan dan bencana alam sangat

berpengaruh terhadap kesehatan ternak sehingga sangat

berpengaruh terhadap produktivitas ternak.

4. Harga Daging Sapi yang setiap tahun terus naik.

Selain tantangan yang dihadapi terdapat juga peluang untuk

perkembangan pembangunan di Bidang Peternakan atara lain :

1. Masih luas lahan untuk sektor peternakan.

2. Integrasi sapi sawit.

3. Pemasaran produk peternakan berdekatan dengan SIJORI.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan dan Peternakan

yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2011–2016 dapat

memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan

oleh petani, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan

ataupun kendala yang dihadapi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

pembangunan di Bidang peternakan Kabupaten Tanjung Jabung

Barat antara lain yaitu :

1. Minimnya Infrasruktur serta Sarana dan Prasarana.

2. Tata ruang bidang peternakan didaerah tidak diatur secara

mendetail.

3. Peran kelembagaan dan SDM petani yang belum optimal.
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4. Kurangnya tenaga medis dan paramedis.

5. Kurangnya modal petani, sehingga  selalu tergantung

dengan bantuan pemerintah.

6. Produksi dan produktifitas peternakan belum optimal.

7. Pakan yang belum memenuhi kualitas dan kuantitas.

8. Rendahnya Mutu produk hasil peternakan.

9. Masih tingginya serangan penyakit hewan menular.

Pembangunan Bidang Perkebunan di Kabupaten Tanjung

Jabung Barat meliputi beberapa tanaman perkebunan antara lain :

Karet, Kelapa Sawit, Kelapa dalam, Kopi, Pinang, Lada dan Coklat.

Dalam pengembangannya sektor perkebunan memiliki

permasalahan yang harus diatasi untuk dapat memberikan daya

guna yang lebih optimal bagi potensi ekonomi daerah. Pemasalahan

yang timbul dan menjadi kendala dalam membangun sektor

perkebunan antara lain :
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1. Masih rendahnya produktifitas komoditi perkebunan.

2. Rendahnya mutu hasil/olahan yang menyebabkan rendahnya

harga tawar menawar akan produk komoditi perkebunan

3. Tingkat sumber daya manusia sebagai pelaku usaha perkebunan

dan agroindustri perkebunan yang masih rendah.

4. Ketersediaan teknologi tepat guna yang terbatas dan kurangnya

pemanfaatan penggunaan teknologi industri untuk hasil olahan

perkebunan.

5. Minimnya sarana dan prasarana serta informasi pasar yang dapat

diakses oleh masyarakat perkebunan.

6. Masih tingginya serangan organisme penyakit tanaman dan

gangguan usaha perkebunan.

Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada table dibawah ini  :



Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

58

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Aspek Kajian
Capaian/
Kondisi
Saat ini

Standar
yang

Digunakan

Faktor Yang Mempengaruhi
Permasalahan

Pelayanan
SKPD

Internal
(Kewenangan

SKPD)

Eksternal (Di
Luar

Kewenangan
SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Bidang Peternakan.

Persentase
pertumbuhan
dan populasi
ternak.

Populasi
ternak :- Sapi- Kerbau- kambing- Domba- Unggas

Laju
pertumbuhan
populasi
ternak
sebesar 2 %
per tahun

a. SDM petugas
peternak

b. Masih tingginya
kematian ternak

c. Minimnya
sarana dan
prasarana

d. Kurangnya
ketersediaan
obat hewan

a. Banyaknya
pemotongan
betina
produktif

b. Sulitnya
mencari bibit
ternak yang
berkualitas

c. Pencurian
ternak masih
banyak

d. Rendahnya
Mutu produk
hasil
perkebunan
dan
peternakan

a. Kurangnya
tenaga medis
dan paramedis

b. Kelembagaan
dan SDM
Peternak

c. Regulasi /Tata
Ruang bidang
peternakan

d. Minimnya
Infrastruktur
dan sarana
pelayanan
tekhnis

e. Kurangnya
akses Peternak
untuk
mendapatkan
modal.

Bidang Perkebunan.

Produksi Hasil
Perkebunan

Produksi
Perkebunan :- Kelapa

Sawit- Kelapa
Dalam- Kopi- Pinang- Karet

Persentase
pertumbuhan
Produksi
Perkebunan

a. SDM Petugas
Perkebunan

b. Minimnya sarana
dan prasarana
pendukung
perkebunan

a.Pengetahuan
petani yg masih
rendah dalam
penggunaan
Teknologi Tepat
Guna.

b.Kurangnya
penggunaan
IPTEK.

a. Masih
kurangnya
anggaran yg
langsung
bersentuhan
dengan petani

b. Pendidikan dan
pelatihan yg
berkesinambun
gan bagi tenaga
teknis
perkebunan

Mutu Produk
hasil
perkebunan

Ketersediaan
teknologi tepat guna
yang terbatas dan
kurangnya

a. Masih tingginya
serangan
organisme
penyakit

Pengetahuan
SDM
perkebunan
dalam
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pemanfaatan
penggunaan
teknologi industri
untuk hasil olahan
perkebunan

tanaman dan
gangguan
usaha
perkebunan.

b. Minimnya
sarana dan
prasarana serta
informasi pasar
yang dapat
diakses oleh
masyarakat
perkebunan

c. Tingkat sumber
daya manusia
sebagai pelaku
usaha
perkebunan
dan
agroindustri
perkebunan
yang masih
rendah

penguasaan
Teknologi
untuk
peningkatan
mutu hasil
perkebunan

3.2. Telaah Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih Tahun 2016 -2021.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan

Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu dan

diselaraskan dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD),

maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2016-

2021  telah menetapkan Visi Pembangunan yaitu :

Visi :
Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas
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Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka

ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung

Jabung Barat 2016-2021 sebagai berikut :

KODE MISI

MISI 1
Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui
pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang
berkualitas

MISI 2 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui
pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup

MISI 3 Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui
agroindustri dan perikanan

MISI 4
Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui
harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya,
supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik

Dari misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun 2016-2021 yang terkait dan menjadi tugas dari Dinas

Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah pada Misi

Ketiga, yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat

melalui Agroindustri dan Perikanan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan

Visi, Misi tersebut adalah dengan Program dan Kegiatan prioritas

pembangunan Bidang Perkebunan dan Peternakan, agar supaya

sector Perkebunan dan Peternakan bisa memberikan manfaat yang

lebih bagi masayarakat, sehingga diharapkan sector Perkebunan dan

Peternakan bisa menjadi program/kegiatan unggulan di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat.
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Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “ Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur,
Bermartabat dan Berkualitas”

No. Misi dan Program Bupati
dan Wakil Bupati Terpilih

Permasalahan
Pelayanan

SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

Misi 3. Meningkatkan
Pembanguan Ekonomi
Masyarakat melalui Agro
Industri dan Perikanan

1. Program Peningkatan
produktivitas sektor
pertanian untuk
meningkatkan
kesejahteraan petani
dan mendukung
kedaulatan pangan
(peningkatan kapasitas
penyuluh, bantuan alat
mesin pertanian dan
sarana sarana
produksi)

2. Program Peningkatan
nilai tukar petani
(peningkatan kualitas
produksi, fasilitas akses
pasar, peningkatan
pembangunan jalan
produksi, peningkatan
keterampilan petani
dan pengetahuan
petani.

3. Peningkatan investasi
industri pengolahan

Bidang PETERNAKAN

1. SDM petugas
dan peternak

2. Masih tingginya
kematian ternak

3. Minimnya sarana
dan prasarana

4. Kurangnya
ketersediaan obat
hewan

1. Tingginya
pemotongan
betina produktif

2. Sulitnya mencari
bibit ternak yang
berstandar SNI

3. Minimnya
ketersediaan
indukan

4. Rendahnya
alokasi anggaran
untuk sektor
peternakan

5. Ketersediaan
pakan yang
berkualitas

masih rendah
6. Penerapan

teknologi
pengolahan
pakan  belum
optimal

7. Kurangnya
akses Peternak
untuk
mendapatkan
modal

1. Kapasitas tampung
wilayah untuk
ternak  masih tinggi

2. Tingkat konsumsi
daging setiap tahun
cenderung naik

3. Letak  Kab. Tanjab
Barat berdekatan
dengan SIJORI
(untuk akses pasar)

4. Kelancaran arus lalu
lintas barang dan
jasa

5. Sumber daya pakan
melimpah

6. Integrasi tanaman
dan ternak

Bidang PERKEBUNAN
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dan pemberdayaan
petani dalam
penguasaan tekhnologi
tepat guna

4. Program Peningkatan
pelayanan masyarakat
veteriner dan kesehatan
hewan (misi 2)

a. SDM Petugas
Teknis
Perkebunan

b. Minimnya
sarana dan
prasarana
pendukung
perkebunan

a. Ketersediaan
teknologi tepat
guna yang
terbatas dan
kurangnya
pemanfaatan
penggunaan
teknologi
industri untuk
hasil olahan
perkebunan

a. Masih
kurangnya
anggaran yg
langsung
bersentuhan
dengan petani

b. Kurangnya
Pendidikan dan
pelatihan yg
berkesinambung
an bagi tenaga
teknis
perkebunan

c. Pengetahuan
SDM
perkebunan
dalam
penguasaan
Teknologi untuk
peningkatan
mutu hasil
perkebunan

c. Minimnya
sarana dan
prasarana
pendukung
perkebunan

a. Kondisi Geografis yg
sangat memungkinkan
untuk Perkebunan
terutama Kelapa Dalam,
Kelapa Sawit, Kopi,
Pinang, Karet serta
pengembangan jenis
baru perkebunan seperti
kakao
b. Keterbukaan akses
transporatsi darat yg
semakin meningkat
untuk arus lalulintas
perkebunan.
c. Posisi Kab.Tanjung
Jabung Barat yg strategis
penghubung Provinsi
Jambi dengan Selat
Malaka dan SIJORI
terutama setelah dibuka
Akses melalui
Pelabuhan Roro.
d. Pertumbuhan
Ekonomi Tanjung
Jabung Barat yg masih
disokong oleh hasil
perkebunan rakyat.

3.3. Telaah  Renstra Kementerian/Lembaga.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019

yaitu:“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan

berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan

memperhatikan Visi Pembangunan Nasional tersebut, dengan

mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam

Pembangunan Pertanian maka Kementerian Pertanian RI

menetapkan Visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA SISTEM PERTANIAN BIOINDUSTRI
BERKELANJUTAN YANG MENGHASILKAN BERAGAM
PANGAN SEHAT DAN PRODUK BERNILAI TAMBAH
TINGGI  BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL UNTUK
KEDAULATAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI”.
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Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut maka Kementerian

Pertanian RI menetapkan Misi sebagai berikut :

KODE MISI
MISI 1 Mewujudkan kedaulatan pangan

MISI 2 Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan

MISI 3 Mewujudkan kesejahteraan petani

MISI 4 Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian

Pertanian maka ditetapkan Tujuan Pembangunan Pertanian periode

2015 -2019 yang ingin dicapai yaitu :

Tujuan

T1 Meningkatkan  ketersediaan dan diversifikasi  untuk
mewujudkan kedaulatan pangan

T2 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan
dan pertanian

T3 Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan
bioenergi

T4 Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

T5 Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang
pertanian yang amanah dan profisional

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Pertanian tersebut

maka ditetapkan Sasaran yg merupakan Indikator Kinerja (IKSS)

Kementerian Pertanian yang ingin dicapai dalam Periode 2015 -

2019 adalah :

1. Swasembada Padi, Jagung dan kedelai serta peningkatan

produksi daging dan gula.

2. Peningkatan Diversifikasi pangan.

3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam

memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.
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4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.

5. Peningkatkan pendapatan keluarga petani

6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Arah kebijakan akan dimplitasikan kedalam Program dan

Kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2015 – 2019 Sektor

Perkebunan dan Peternakan sebagai berikut :

Program Kegiatan
Program Peningkatan
Produksi dan Produktivitas
tanaman Perkebunan
Berkelanjutan.

Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Rempah dan Penyegar
Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Semusim
Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Tahunan
Dukungan Pasca Panen dan Pembinaan
Usaha

Dukungan Perlindungan Perkebunan
Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu
Benih dan Penerapan Tekhnologi Proteksi
Tanaman Perkebunan
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Tekhnis Lainnya Ditjen Perkebunan

Program Pemenuhan Pangan
Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat

Peningkatan Produksi Ternak Dengan
Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
Peningkatan Produksi pakan Ternak Dengan
Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan Menular Strategis dan Penyakit
Zoonosi
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih
dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber
daya Lokal
Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman
dan Halal serta pemenuhan Persyaratan
Produk Hewan Non Pangan
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Tekhnis Lainnya Ditjen peternakan

Program Peningkatan Nilai
Tambah, Daya Saing, Mutu,
Pemasaran Hasil dan

Pengembangan Pengolahan hasil pertanian
Bioindustri
Pengembangan Mutu dan Standarisasi Hasil
pertanian
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Investasi Pertanian Pengembangan Usaha dan Investasi
Pengembangan Pemasaran Internasional
Dukungan Manajemen dan Dukungan
Tekhnis lainnnya pada Ditjen PPHP

Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian

Perluasan areal dan Pengelolaan lahan
Pertanian
Pengelolaan Air Irigasi Untuk pertanian
Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Pengelolaan Sistem penyediaan dan
pengawasan alat dan mesin pertanian
Pelayanan Pembiayaan Pertanian,
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
(PUAP)
Dukungan manajemen dan dukungan
tekhnis lainnya pada  Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian

Sumber : Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019

Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian

pada Sektor Perkebunan dan Peternakan Tahun 2015-2019 adalah:
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Tabel 3.3.
Indikator Kinerja Kementerian Pertanian

Sumber : Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019



Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

67

3.4 Telaahan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Visi Dinas Perkebunan Propinsi Jambi adalah “

Terwujudnya perkebunan yang tangguh berbasis kerakyatan,

berwawasan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat yang

berkeadilan dan berkelanjutan “.

A. MISI.

Misi Dinas Perkebunan Propinsi Jambi 2016 -2021 adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha perkebunan

yang berorientasi pada agribisnis melalui pengembangan

komoditi unggulan dan potensial.

2. Meningkatkan penggunaan benih unggul komoditi

perkebunan, serta  pengawasan peredaran benih dan sarana

Input .

3. Meningkatkan kemandirian dalam pengendalian hama dan

penyakit tanaman Perkebunan.

4. Meningkatkan kualitas SDM pekebun melalui pelatihan teknis

dan pemberdayaan Sistim Kebersamaan Ekonomi (SKE)

5. Meningkatkan Penerapan Teknologi Pengolahan dan

Pemasaran hasil perkebunan.

6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta

insfrastruktur di areal perkebunan rakyat .

7. Meningkatkan koordinasi dalam mengendalikan Gangguang

Usaha Perkebunan (GUP) serta kebakaran lahan dan kebun.

8. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif untuk menarik

minat investor dalam pengembangan perkebunan
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9. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku

usaha perkebunan

B. TUJUAN.

Dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan

pembangunan perkebunan Propinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul

berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal.

2. Meningkatkan dan menetapkan swasembada berkelanjutan.

3. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk

pertanian.

4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

C. SASARAN.

Adapun sasaran yang hendak dicapai melalui visi, misi dan

tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman

perkebunan berkelanjutan.

2. Investasi usaha perkebunan.

3. Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan

lingkungan hidup.

4. Peningkatan dukungan terhadap pembangunan sistem

ketahanan pangan.

5. Pengembangan komoditi.
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3.5 Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Jambi.

Arah kebijakan dan strategi Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Jambi tahun 2016-2021 disusun untuk

mendukung pencapaian tujuan Pembangunan di Bidang

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Untuk

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang peternakan

tahun 2016 -2021 maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Propinsi Jambi  merumuskan Visi “ Terwujudnya  Kemandirian

dan Keamanan Pangan Asal Ternak “ untuk mewujudkan Visi

tersebut maka Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Propinsi Jambi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketersediaan Pangan asal ternak

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak serta

produk ternak

3. Meningkatkan manajemen pelayanan  peternakan dan

kesehatan hewan

4. Mengembangkan kebun binatang  menjadi sarana pelestarian

, edukasi dan rekreasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Propinsi Jambi maka tujuan  pembangunan

peternakan  2016 -2021  yang ingin dicapai yaitu :



Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

70

1. Meningkatkan  populasi , produksi dan produktivitas ternak

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing agribisnis

peternakan

3. Mengembangkan sistem informasi untuk mendukung

ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.

5. Meningkatkan koordinasi, fasilitas dan pembinaan

lingkungan peternakan

6. Meningkatkan tata kerja peternakan dan kesehatan hewan

7. Meningkatkan konservasi satwa, edukasi dan litbang serta

rekreasi

Sasaran merupakan indikator kinerja Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Propinsi Jamb dalam pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam  periode 2016 -

2021 adalah ::

1. Meningkatkan  populasi , produksi dan produktivitas ternak

2. Meningkatkan nilai tambah produk peternakan dan

ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, sehat, Utuh dan

Halah (ASUH) serta berdaya saing

3. Tersedianya data yang berkualitas untuk mendukung evaluasi

dan perumusan kebijakan.

4. Terlaksananya sinergitas pembangunan peternakan dan

kesehatan hewan.

5. Terciptanya sistem kerja yang efektif, efisien, akuntabel dan

transparan.

6. Tersedianya sarana dan prasarana konservasi satwa, edukasi

dan litbang serta rekreasi.
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Arah kebijakan akan dimplitasikan kedalam program dan

kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi

tahun 2016– 2021 untuk menuju Jambi Tuntas sebagai berikut :

1. Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak

2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Zoonosis

3) Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Lalu lintas Hewan

2. Program Peningkatan Produksi Peternakan

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pembangunan sarana dan prasarana perbibitan Ternak

2. Pengembangan Balai Perbibitan Ternak.

3. Pembangunan Sentra Peternakan Rakyat (SPR).

4 . Pengembangan Integrasi Peternakan.

5 . Pengembangan Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia.

6 . Peningkatan  Sarana dan Prasarana Peternakan.

3. Program Pengembangan Usaha Peternakan

Implementasi Program ini dalaksanakan melalui kegiatan :

1) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil  Peternakan

2) Penguatan Kelembagaan Peternakan

3) Permodalan dan Investasi

4. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Peningkatan Produk Peternakan Yang ASUH

2) Pembinaan Unit Usaha Pangan Asal Hewan

3) Penerapan Kesrawan dan Perlindungan Masyarakat
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5. Program Peningkatan Fungsi Laboratorium Keswan dan

Kesmavet

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Peningkatan Kapasitas Laboratorium Keswan dan Kesmavet

2) Monitoting, Surveilans dan pemeriksaan

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan keuangan

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Peternakan

2) Monitoring dan Evaluasi

3) Statistik Peternakan

4) Penata Usahaan Pelaporan Keuangan

7. Program Peningkatan Pelestarian Satwa, Edukasi dan Rekreasi

Masyarakat

Implementasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Pengembangan Kebun Binatang

2) Pemeliharaan dan Perawatan Satwa

Berdasarkan telaahan pada subbab sebelumnya dapat ditarik

kesimpulan permasalahan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L

diterangkan sebagaimana tabel berikut :
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Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra  K/L beserta Faktor Penghambat

dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.
Sasaran Jangka

Menengah Renstra K/L
Permasalahan Pelayanan SKPD

Kabupaten
Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1. Meningkatkan produksi
Daging ternak

1. Kurangnya tenaga medis dan
paramedis2. Kelembagaan dan SDM
Peternak3. Minimnya Infrastruktur dan
sarana pelayanan tekhnis4. Kurangnya Modal Peternak

1. Beternak masih secara
tradisional (usaha sambilan)

2. Sulitnya mencari bibit
ternak yang berkualitas

3. Minimnya ketersediaan
indukan

1. Kapasitas tampung untuk ternak  masih tinggi
2. Tingkat konsumsi daging setiap tahun cenderung

naik
3. Letak  Kab. Tanjab Barat berdekatan dengan SIJORI

(untuk akses pasar)

2 Peningkatan Produksi
Perkebunan :
1. Kopi.
2. Karet
3. Kelapa Dalam
4. Kelapa Sawit (CPO)

1.

a. SDM Petugas Teknis
Perkebunan

b. Minimnya sarana dan prasarana
pendukung perkebunan

d. Ketersediaan teknologi tepat
guna yang terbatas dan
kurangnya pemanfaatan
penggunaan teknologi industri
untuk hasil olahan perkebunan

a. Masih kurangnya anggaran
yg langsung bersentuhan
dengan petani

b. Kurangnya Pendidikan dan
pelatihan yg
berkesinambungan bagi
tenaga teknis perkebunan

c. Pengetahuan SDM
perkebunan dalam
penguasaan Teknologi untuk
peningkatan mutu hasil
perkebunan

d. Minimnya sarana dan
prasarana pendukung
perkebunan

a. Kondisi Geografis yg sangat memungkinkan untuk
Perkebunan terutama Kelapa Dalam, Kelapa Sawit,
Kopi, Pinang, Karet serta pengembangan jenis baru
perkebunan seperti kakao.

b. Keterbukaan akses transporatsi darat yg semakin
meningkat untuk arus lalulintas perkebunan.

c. Posisi Kab.Tanjung Jabung Barat yg strategis
penghubung Provinsi Jambi dengan Selat Malaka dan
SIJORI terutama setelah dibuka Akses melalui
Pelabuhan Roro.

d. Pertumbuhan Ekonomi Tanjung Jabung Barat yg
masih disokong oleh hasil perkebunan rakyat.
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3.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan

dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan

urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas

Pembantuan di bidang Perkebunan Peternakan. Sehingga secara

khusus ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Strategi pengembangan dan pemanfaatan potensi Peternakan

secara optimal Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Paragraf (2)

Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 36 yang berisikan :

(2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada

Pasal 36 huruf b meliputi:

a. kawasan pertanian tanaman pangan

b. kawasan hortikultura

c. kawasan perkebunan dan

d. kawasan peternakan

(3) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada

ayat   (1) huruf d meliputi :

a. Pengembangan sentra peternakan sapi berada tersebar di

Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan

Batang Asam, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Muara

Papalik, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tebing Tinggi;

b. Pengembangan sentra peternakan komoditas unggas berada

tersebar di Kecamatan Bram Itam dan
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c. Kawasan pengembangan ternak terintegrasi dengan

kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

(4) Bagian ketiga  Perwujudan Rencana Pola Ruang pasal 68.

(5) Perwujudan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

(a) Penetapan kawasan sentra peternakan dan penetapan

komoditas unggulan;

(b) Pengembangan sentra bibit unggul

(c) Pengembangan sentra pengolahan pakan ternak

(d) Pengembangan pengolahan hasil peternakan

(e) Pengembangan pengolahan kotoran ternak

(f) Peningkatan produktifitas peternakan dengan komoditas

sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras petelur dan ayam

ras pedaging dan

(g) Peningkatan sarana dan prasarana peternakan

(6) Bagian Kedua ketentuan Umum Peraturan Zonasi pasal 110

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan

pertanian sebagaimana dalam pasal 95 ayat (3) huruf b meliputi :

a. Kawasan peruntukan tanaman pangan;

b. Kawasan peruntukan hortikultura;

c. Kawasan peruntukan perkebunan dan

d. Kawasan peruntukan peternakan

(7) Pasal 114 berisikan :

a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan

peternakan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 huruf d

memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk
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usaha peternakan yang menyatu dengan pemukiman

masyarakat.

b. Ketentuan zonasi kawasan peruntukan peternakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan

rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang (RTRW) Wilayah beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No.
Rencana Tata Ruang Wilayah

Terkait Tugas dan Fungsi
SKPD

Permasalahan
Pelayanan

SKPD
Kabupaten

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

BIDANG PETERNAKAN
  Rencana Tata ruang untuk

kawasan peternakan sapi di
Kecamatan Batang Asam, Bram
Itam, Ma. Papalik, Merlung dan
Tebing Tinggi

 Rencana Tata Ruang untuk
ternak unggas Kecamatan Bram
Itam

 Kawasan Integrasi ternak dan
perkebunan

Usaha Peternakan
menggunakan
lahan kosong
dipemukiman
atau lahan yang
ditanami dengan
tanaman pangan
maupun
perkebunan

 Tidak ada regulasi tata ruang
untuk peternakan

 Letak  Kab. Tanjab Barat berdekatan dengan SIJORI
(untuk akses pasar)

BIDANG PERKEBUNAN
  Rencana Tata Ruang Integrasi

Perkebunan Kelapa Sawit dan
Peternakan di Kec.Tungkal Ulu,
Merlung, Ma.Papalik, Tebing
Tinggi, Batang Asam

 Road Map Pengembangan
Perkebunan Tanjung Jabung
Barat

Penyediaan Bibit
dan Teknologi
Tepat Guna serta
Tenaga Ahli
dalam
Pengembangan

 Kondisi Anggaran APBD yg
Defisit

 Kerjasama yg kurang dalam
Bentuk Dana CSR dengan
Perusahaan yg terdapat pada
wilayah kerja

 Kondisi Geografis yg memadai dalam pengembangan
jenis perkebunan lainnya

 Kondisi Geografis yang strategis penghubung Provinsi
Jambi dengan Selat Malaka dan SIJORI yang merupakan
Lalu Lintas Perdagangan Internasional.

 Terbuka peluang Kerjasama dengan Pemerintah Pusat
melalui dana APBN
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Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan  Analisis KHLS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

No.
Hasil KHLS Terkait Tugas dan

Fungsi SKPD

Permasalahan
Pelayanan

SKPD
Kabupaten

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

BIDANG PETERNAKAN
  Digestasi kotoran hewan untuk

menghasilkan CH4 sebagai
biogas

 Peningkatan penggunaan
kotoran hewan untuk pupuk

a. Kurangnya
SDM peternak
dalam
penggunaan
TTG

Kurangnya penyaluran modal
peternak

 Kapasitas tampung untuk ternak  masih tinggi
 Tingkat konsumsi daging setiap tahun cenderung naik
 Letak  Kab. Tanjab Barat berdekatan dengan SIJORI

(untuk akses pasar)

BIDANG PERKEBUNAN
  Peluang Pengembangan

Desa/Kawasan Sentra Agrobisnis
yg mengabungkan Perkebunan
dan Peternakan
 Penentuan Kawasan Perkebunan

Induk

Kurangnya
ketersediaan
SDM, sarana
dan prasarana
pendukung

Pengetahuan Petani dalam
memahami pengembangan
sector Agrobisnis

 Kondisi Kawasan Perkebunan yang cukup baik dalam
pembentukan kawasan Agroindustri dan Kawasan
Perkebunan Induk
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3.7 Penentuan Isu-isu Strategis.

Pembangunan Perkebunan dan Peternakan dilaksanakan

dalam rangka mewujudkan salah satu 9 (sembilan) Program

Prioritas Pemerintahan Presiden Jokowidodo dan Jusuf Kalla atau

yang sering disebut dengan Nawacita yaitu mewujudkan

Kemandirian Ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik, dimana sektor Perkebunan dan

Peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara prinsipil direncanakan

serta disusun sebagai satu kesatuan Perencanaan Pembangunan

Nasional, dilakukan secara bersama oleh pemangku kepentingan,

diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dengan memperhatikan

potensi dan perioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah

dan nasional.

Sesuai dengan Nawacita Visi pembangunan peternakan dan

kesehatan hewan memilih kedaulatan pangan asal ternak pemilihan

kedaulatan pangan telah pula mempertimbangkan keselarasan

dengan visi kementerian pertanian dan telah sesuai dengan tugas

dan fungsi Direktorat Jederal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis

dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan

bidang peternakan diperlukan langkah-langkah terobosan yang

bukan  merupakan upaya terpisah dari kebijakan lain atau

kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya integrasi yang

saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan

Perkebunan dan Peternakan terutama untuk meningkatkan nilai

tambah dan daya saing produk perkebunan dan peternakan. Dalam
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menjalankan tugas pokok fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menghadapai Permasalahan

antara lain :

1. Minimnya Infrasruktur serta Sarana dan Prasarana

2. Tata ruang bidang perkebunan dan peternakan didaerah

tidak diatur secara mendetail

3. Belum adanya regulasi (Perda) di bidang perkebunan dan

peternakan

4. Peran kelembagaan dan SDM petani yang belum optimal

5. Kurangnya tenaga medis dan paramedis

6. Kurangnya modal petani, sehingga  selalu tergantung

dengan bantuan pemerintah

7. Produksi dan produktifitas komoditi perkebunan dan

peternakan belum optimal

8. Pakan yang belum memenuhi kualitas dan kuantitas

9. Rendahnya Mutu produk hasil perkebunan dan peternakan

10. Masih tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman

(OPT) dan penyakit hewan menular serta gangguan usaha

perkebunan.

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengidentifikasikan Isu-Isu

Strategis antara lain :

1. Masih tingginya pemotongan betina produktif dan minimnya

ketersediaan indukan dan bibit yang berkualitas.

2. Masih rendahnya produksi dan produktifitas komoditi

perkebunan dan peternakan.
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3. Masih kurangnya SDM petani kebun dan peternak.

4. Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing agribisnis

perkebunan dan peternakan

5. Masih kurangnya  anggaran untuk sektor perkebunan dan

peternakan

6. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani kebun dan

peternak.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan

Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat ditetapkanlah Tujuan

Strategis (TS), Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran

Strategis (IKSS) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung

Jabung Barat sebagai berikut :
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016-2021

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-n

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatkan
Produksi
Komoditi
Perkebunan
serta
Peningkatan
Pengelolaan
Lahan
Produktif
Perkebunan
(T.1)

Meningkatnya Produksi Komoditi
Perkebunan (SS.1)
- Sawit
- Karet
- Kelapa
- Kopi
- Produksi Pinang

Bertambahnya Produksi
Komoditi Perkebunan (Ton) :
- Produksi Sawit
- Produksi Karet
- Produksi Kelapa
- Produksi Kopi
- Produksi Pinang

131,068 136,535 139,267 142,051 144,893 147,790
6,575 4,144 4,913 4,915 4,918 4,921

50,837 56,941 58,080 59,241 60,428 61,635
1,323 1,263 1,288 1,314 1,340 1,367
9,426 11,432 11,662 11,895 12,133 12,375

Meningkatnya Pengelolaan Lahan
Produktif (SS.2)
- Sawit
- Karet
- Kelapa
- Kopi
- Produksi Pinang

Bertambahnya Luas Lahan
Perkebunan (Ha) :
- Luas Lahan Sawit 63,554 63,833 64,790 65,762 66,749 67,750
- Luas Lahan Karet 14,035 9,821 9,826 9,831 9,836 9,841
- Luas Lahan Kelapa 54,537 55,183 55,468 55,736 56,014 56,294
- Luas Lahan Kopi 2,873 3,119 3,166 3,213 3,262 3,310
- Lauas Lahan Pinang 10,524 10,484 10,798 11,122 11,456 11,800
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No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-n

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 Meningkatkan
Produksi
Daging
Ternak dan
Populasi
Ternak (T.2)

Meningkatnya Produksi Daging
(SS.3)
- Sapi
- Kerbau
- Kambing
- Domba
- Unggas

Bertambahnya Produksi
Daging Ternak (Kg) :
- Produksi Daging Sapi
- Produksi Daging Kerbau
- Produksi Daging Kambing
- Produksi Daging Domba
- Produksi Daging Unggas

310,310 285,658 291,371 297,199 303,143 309,205
9,218 12,844 13,101 13,363 13,630 13,903

22,748 27,256 27,801 28,357 28,924 29,503
628 562 573 584 596 608

3,251,718 2,331,966 2,378,600 2,426,179 2,475,444 2,524,952

Meningkatnya Populasi Ternak
(SS.4)
- Sapi
- Kerbau
- Kambing
- Domba
- Unggas

Bertambahnya Populasi
Ternak (Ekor) :
- Populasi Sapi 8,616 8,389 8,557 8,728 8,902 9,801
- Populasi Kerbau 675 717 740 771 780 811
- Populasi Kambing 71,586 48,002 48,550 48,910 49,228 49,378
- Populasi Domba 750 790 816 845 865 890
- Populasi Unggas 1,819,070 1,099,095 1,054,050 1,211,753 1,272,340 2,335,957
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan

dalam serangkaian Kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib

dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan Strategi yang

dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran. Berikut

Strategi dan Kebijakan yang dirumuskan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

i. S t r a t e g i

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas komoditi Perkebunan

melalui Intensifikasi, Extensifikasi dan Diversifikasi.

2. Peningkatan Populasi, Produksi dan Produktivitas ternak melalui

Gerakan Serentak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB),

Pemetaan kawasan peternakan, integrasi ternak dengan tanaman,

pemanfaatan bahan pakan lokal dan pemberdayaan peternak,

serta memperbesar peran dan tanggung jawab swasta.

3. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani.

4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan

ganggguan reproduksi dengan melaksanakan pengobatan, dan

vaksinasi ternak serta mempertahankan dan memperluas status

wilayah bebas penyakit hewan menular strategis.

5. Peningkatan penerapan tekhnologi tepat guna bagi

pengembangan peternakan melalui UPPO, Rumah Kompos,

Biogas dan lain lain.
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6. Pengembangan Sentra Agribisnis di kawasan Sentra Perkebunan

dan Peternakan.

7. Meningkatkan infrastruktur serta sarana dan prasarana

perkebunan dan peternakan.

ii. K e b i j a k a n.

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh

yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan

keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi

instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Perternakan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan selaras dengan

kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan

Pemerintah Pusat. Kebijakan Umum Kepala Dinas yang berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas

Perkebunan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan produksi dan produktifitas komoditi

perkebunan melalui peningkatan intensifikasi dan ektensifikasi

dengan penyediaan bibit yang bermutu, pengendalian OPT, serta

pengawasan peredaran Bibit, pupuk dan Pestisida.

2. Mewujudkan Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna

mendukung peningkatan populasi, produksi dan produktivitas

ternak.

3. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan melalui peningkatan

pemenuhan sarana dan prasarana keswan, obat-obatan, medis

dan paramedis.
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4. Peningkatan Pengelolaan sumberdaya Peternakan yang optimal

dan berkelanjutan.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan, dapat dilihat pada Tabel

5.1 berikut ini:



Rancangan Akhir Revisi Renstra Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2021

Tabel 5.1
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten  Tanjung

Jabung Barat
Tahun 2016 - 2021

VISI : “ TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT MAJU, ADIL, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS ”
MISI 3: “ Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan ”.

Tujuan Strategis Sasaran Strategis Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Produksi
Komoditi Perkebunan
serta Peningkatan
Pengelolaan Lahan
Produktif Perkebunan (T.1)

Meningkatnya produksi
Komoditi Perkebunan
(SS.1)

1. Tingkatkan hasil produksi dan Produktifitas
Hasil Perkebunan.

2. Meminimalisir serangan Hama Penyakit
Tanaman.

3. Meningkatkan kapasitas SDM Penyuluh dan
Pelaku Usaha Perkebunan

4. Meningkatkan pengelolaan lahan produktif
dengan pengembangan tanaman penyegar
tahunan

1. Mewujudkan peningkatan hasil produksi melalui Intensifikasi,
Diversifikasi, Ekstensifikasi dengan penyediaan bibit yg bermutu.

2. Pengendalian OPT serta pengawasan peredaran Pupuk, Bibit dan
Pestisida.

3. Penyebaran dan pemamfaatan tenaga penyuluh dalam pembinaan
Kelompok Tani

4. Penyediaan bantuan bibit dan sarana produksi lainnya yg
merupakan penunjang pengolahan perkebunan

Meningkat nya
pengelolaan Lahan
Produktif (SS.2)

Meningkatkan Produksi
Daging Ternak dan
Populasi Ternak (T.2)

Meningkatnya produksi
Daging (SS.3)

Peningkatan populasi, produksi dan produktivitas
ternak melalui Gerakan Serentak Birahi (Gertak
Birahi) melalui Kawin Suntik (IB), pemetaan
perwilayahan, Integrasi Ternak dengan Sawit,
Pemanfaatan Bahan pakan Lokal dan
pemberdayaan peternak serta memperbesar peran
dan tanggung jawab swasta.

Pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan tekhnologi peternakan guna mendukung
peningkatan populasi dan produksi peternakan.

Meningkatnya Populasi
Ternak  (SS.4)
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Penetapan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada

Dinas Perkebunan telah menyesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten

Tanjung Jabung Barat untuk periode 2016– 2021 sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD, dapat dilihat pada

Tabel 6.1. dibawah ini, yaitu :
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan untuk memberikan gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten

Tanjung Jabung Barat untuk periode 2016– 2021 sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten

Tanjung Jabung Barat untuk periode 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel

7.1. dibawah ini, yaitu :
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Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016-2021
Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD
(2015)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja

pada
akhir

periode
RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Produksi Sawit
(Ton)

131,234 131,068 136,535 139,267 142,051 144,893 147,790 147,790

2 Produksi Karet
(Ton)

14,806 6,575 4,144 4,913 4,915 4,918 4,921 4,921

3 Produksi
Kelapa (Ton)

54,908 50,837 56,941 58,080 59,241 60,428 61,635 61,635

4 Produksi Kopi
(Ton)

1,214 1,323 1,263 1,288 1,314 1,340 1,367 1,367

5 Produksi
Pinang (Ton)

9,882 9,426 11,432 11,662 11,895 12,133 12,375 12,375
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No Indikator

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD
(2015)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja

pada
akhir

periode
RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

6 Luas Lahan
Sawit (Ha)

61,960 63,554 63,833 64,790 65,762 66,749 67,750 67,750

7 Luas Lahan
Karet (Ha)

14,806 14,035 9,821 9,826 9,831 9,836 9,841 9,841

8 Luas Lahan
Kelapa (Ha)

54,730 54,537 55,183 55,468 55,736 56,014 56,294 56,294

9 Luas Lahan
Kopi (Ha)

3,028 2,873 3,119 3,166 3,213 3,262 3,310 3,310

10 Luas Lahan
Pinang (Ha)

10,989 10,524 10,484 10,798 11,122 11,456 11,800 11,800
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No Indikator

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD
(2015)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja

pada
akhir

periode
RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

11 Produksi
Daging Sapi
(kg)

336,156 310,310 285,658 291,371 297,199 303,143 309,205 309,205

12 Produksi
Kerbau (kg)

12,345 9,218 12,844 13,101 13,363 13,630 13,903 13,903

13 Produksi
Kambing (kg)

53,695 22,748 27,256 27,801 28,357 28,924 29,503 29,503

14 Produksi
Domba (kg)

540 628 562 573 584 596 608 608

15 Produksi
Unggas (kg)

2,219,127 3,251,718 2,331,966 2,378,600 2,426,179 2,475,444 2,524,952 2,524,952
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No Indikator

Kondisi
Kinerja

Awal
RPJMD
(2015)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja

pada
akhir

periode
RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

16 Populasi Sapi
(ekor)

7,193 8,616 8,389 8,557 8,728 8,902 9,801 9,801

17 Populasi
Kerbau (ekor)

607 675 717 740 771 780 811 811

18 Populasi
Kambing
(ekor)

40,195 71,586 48,002 48,550 48,910 49,228 49,378 49,378

19 Populasi
Domba (ekor)

634 750 790 816 845 865 890 890

20 Populasi
Unggas (ekor)

913,464 1,819,070 1,099,095 1,054,050 1,211,753 1,272,340 2,335,957 2,335,957
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana strategis Dinas yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan merupakan acuan bagi

pelaksanaan program pembangunan Perkebunan dan Peternakan. Untuk

itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat

pelaku pembangunan di sektor Perkebunan dan Peternakan. Dengan

dijalankannya Renstra ini secara konsisten, diharapkan akan tercipta

kesatuan gerak dari stakeholders pembangunan perkebunan dan

peternakan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat

kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil

pembangunan perkebunan dan peternakan dapat dinikmati secara lebih

merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung

Jabung Barat.

Melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam, Forum SKPD,

Stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas pembangunan

yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan

Peternakan. Rancangan RENJA tersebut kemudian dibahas dalam

Musrenbang Kabupaten. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas

dalam Musrenbangkab untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Kerja Dinas Perkebunan dan

Peternakan Pimpinan Satuan Kerja harus mempedomi Renstra Dinas dan

hasil Musrenbangkab/RKPD final. Renstra Dinas Perkebunan dan

Peternakan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan Laporan Pelaksanaan

atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala

Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
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Sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, Renstra ini

harus dijadikan Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas

serta rencana-rencana Kerja Bidang dan unit Pelaksana Teknis Kegiatan di

Lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanung Jabung

Barat.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan

tindakan, karena Rencana Strategis saja tidak cukup. Marilah kita

bertindak dengan mengarahkan segenap daya dan upaya untuk

melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah

disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta

masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kita perlukan, agar tindakan

yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan

petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian.

Kuala Tungkal, 2018

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung jabung Barat

Ir. Melam Bangun
Pembina Utama Muda
NIP. 19611215 199303 1 003
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